
                          RANCANGAN 
(disempurnakan) 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 
NOMOR   16 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
LAYANAN  PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

   
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, 

persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa 
pemerintah dengan sistem aplikasi secara elektronik; 

b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemrintah, maka 
perlu mengatur ketentuan mengenai Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk 
menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kuningan  tentang Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik.  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat  
(Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 33,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi dan  Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003   tentang  Keuangan Negara  
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 
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Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan  Pengadaan barang/Jasa  Pemerintah Secara 
Elektronik (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 35 Seri E); 

18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 tahun 2008 tentang Unit 
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 36 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor  3 Tahun 2008 tentang  
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 70); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2010 tentang 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2010 Nomor 115 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 27); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pedoman  Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

dan 
BUPATI KUNINGAN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    :  PERATURAN DAERAH TENTANG  LAYANAN PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK   
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan. 
3. Bupati adalah Bupati Kuningan. 
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kuningan. 

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE 
adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa 
pemerintah secara elektronik. 

7. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 
telah ditentukan. 

8. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem 
katalog elektronik. 

9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 

11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit 
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan 
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Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 
melekat pada unit yang sudah ada. 

12. Pengguna Anggaran  yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan  penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
(1) Ruang lingkup LPSE meliputi : 

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
pembiayaannya baik sebagaian atau seluruhnya bersumber dari 
APBD, APBD Provinsi maupun APBN. 

b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Badan Usaha 
Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBD.  

(2) Pengadaan  Barang/Jasa  yang dananya bersumber dari APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan 
Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 
pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah 
Daerah. 

 
Pasal 3 

 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui : 
a. Swakelola; dan /atau 
b. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 
 
 

Pasal 4 
 

Pengadaan Barang/Jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik meliputi : 
a. Barang; 
b. Pekerjaan Konstruksi; 
c. Jasa Konsultasi ; dan 
d. Jasa Lainnya. 

 
BAB III 

TATA NILAI PENGADAAN 
 
 

Bagian Pertama 
Prinsip-Prinsip Pengadaan 

 
Pasal 5 

 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik  menerapkan prinsip-prinsip sebagai 
berikut : 
a. efisien; 
b. efektif; 
c. transparan; 
d. terbuka; 
e. bersaing; 
f. adil/tidak diskriminatif; dan 
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g. akuntabel. 
 
 

Pasal 6 
 

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a dalam arti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan 
dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana 
yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas 
yang maksimum. 
 

Pasal 7 
 

Yang dimaksud dengan prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf b dalam arti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya. 
 

Pasal 8 
 

Yang dimaksud dengan prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf c dalam arti semua ketentuan dan informasi mengenai 
Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh 
Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada 
umumnya. 

 
Pasal 9 

 
Yang dimaksud dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf d dalam arti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua 
Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. 
 

Pasal 10 
 

Yang dimaksud dengan prinsip bersaing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf e dalam arti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa 
yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh 
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi 
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan 
Barang/Jasa. 
 

Pasal 11 
 

Yang dimaksud dengan prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dalam arti memberikan perlakuan yang 
sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan 
kepentingan nasional. 

 
Pasal 12 

 
Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf g dalam arti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 
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terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Bagian Kedua 

Etika Pengadaan 
 

Pasal 13 
 

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus 
mematuhi etika sebagai berikut : 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan 
Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus 
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
Pengadaan Barang/Jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang 
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; 

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; 

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa; 

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 
keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; 

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan 

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa 
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga 
berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

 
 

BAB IV 
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

 
Bagian Pertama  

umum 
 

Pasal 14 
(1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat 

dilakukan Layanan  Pengadaan Secara Elektronik. 
(2) Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan    dengan cara e-tendering atau e-purchasing. 
 

Pasal 15 
 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 bertujuan untuk : 
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan 
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 
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Bagian Kedua 
E-Tendering 

 
Pasal 16 

(1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan 
Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. 

(2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah Pejabat Pembuat Komitmen, ULP/Pejabat Pengadaan 
dan Penyedia Barang/Jasa pada SKPD. 

(3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan 
secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. 

(4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan 
Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran 
dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan 
dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya 
dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. 

(5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi 

dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 
b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan  
c.  tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). 

(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. 

 
 

Bagian Ketiga 
E-Purchasing 

 
Pasal 17 

(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) 
sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa. 

(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh LKPP, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Keempat 

Kelembagaan 
 

Pasal 18 
 

(1) Bupati membentuk kelembagaan LPSE untuk memfasilitasi 
ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik. 

(2) ULP/Pejabat Pengadaan pada Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMD yang 
tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara 
elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE. 

(3) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi: 
a. administrator sistem elektronik; 
b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan 
c. unit layanan pengguna. 
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 9

PENJELASAN  

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN 

NOMOR    16  TAHUN 2011  

TENTANG  

LAYANAN  PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK   
 

 
I. UMUM  
 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah  ditujukan untuk 
meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta 
menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan 
penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, diarahkan pula untuk 
meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang 
pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (cofinancing) antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

 
Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk 

mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor 
lainnya 

 

Untuk mengoptimalkan kebijakan umum dimaksud secara teknis operasional 
dilaksanakan oleh unit layanan Pengadaan (ULP) dalam memberikan pelayanan/ 
pembinaan dibidang Penagadaan barang /Jasa. 

 
Untuk mempasilitasi ULP tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan 

Presiden No 54 Tahun 2011 dimaksud harus di bentuk LPSE dalam melaksanakan 
pengadaan Barang /Jasa secara elektronik. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
 Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan 
Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah itu 
sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam 
penafsirannya. 

 
Pasal 2 

        Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
Cukup jelas 

 
Pasal 4 

        Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
       Cukup jelas. 
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Pasal 7 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 9 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 10 
        Cukup jelas. 
 

Pasal 11 
Cukup jelas 

 
Pasal 12 

        Cukup jelas. 
 

Pasal 13 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 15 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 16 
       Ayat (1) 

          Cukup jelas. 
Ayat (2) 
          Cukup jelas. 
Ayat (3) 
         Cukup jelas. 
Ayat (4) 
         Cukup jelas. 
Ayat (5) 

                Huruf a 
Interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem untuk 
menggunakan atau memakai bagian dari sistem lain tanpa 
diketehui oleh pengguna sistem, kemampuan ini melebihi 
kemampuan komunikasi antar sistem. 

                 Huruf b 
                          Cukup jelas 
                 Huruf c 
                          Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
       Cukup jelas. 
 

Pasal 19 
       Cukup jelas. 
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Pasal 20 

       Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
       Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR   48 TAHUN  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


